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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blk. 

بسماللهالرحمنالرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bulukumba  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah

menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, lahir di  Kajang, tanggal 31 Desember 1974,  umur 44 tahun,

agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal

di KABUPATEN GOWA, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam

hal  ini  memberikan  kuasa  kepada   Zainuddin  Batoi,

S.H.,dan  Syamsir,  SH. Pendidikan  Strata  1,  Pekerjaan

Advokat/  Penasihat  Hukum,  berkantor  di  KABUPATEN

BULUKUMBA,  berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

08 Maret 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa

Khusus  dengan  Nomor92/SK/II/2019/PA.Blk,  tertanggal11

Maret 2019,sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,

pekerjaan  petani,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK  PERKARA

Menimbang, bahwa  Penggugat dalam surat  gugatannya tanggal  11

Maret  2019  telah  mengajukan  Cerai  Gugat  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bulukumba  dengan  Nomor
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196/Pdt.G/2019/PA Blk.,  tanggal  11  Maret  2019dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang

menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2000, di Dusun Bontodidi,

Desa  Bonto  Baji,  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/IV/2000tanggal 01 April

2000  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah  orang  tua  Penggugat  dan  Tergugat  secara  bergantian  selama

kurang lebih 3 tahun di Dusun Bontodidi, Desa Bonto Baji, Kecamatan

Kajang, Kabupaten Bulukumba dan pada sekitar tahun 2003, Penggugat

dan  Tergugat  berpindah  tempat  tinggal  yaitu  di  rumah  bersama  dan

tinggal bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang

masing-masing bernama Sandi Gunawan bin Talla, umur 17 dan Reski

binti  Talla,  umur  14  tahun  dan  kedua  anak  tersebut  tinggal  bersama

Penggugat; 

3. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2008, antara Penggugat

dan  Tergugat  sering  muncul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  pada  akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada  intinya

disebabkan karena:

- Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan jika

kembali ke rumah, Tergugat serta merta marah kepada Penggugat

tanpa diketahui penyebab kemarahannya; 

- Tergugat sering meminum minuman keras;

- Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara lahir beserta

anaknya; 
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5. Bahwa,  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  tahun

2009 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat  kembali  berselisih dan

bertengkar karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya dan

pada waktu itu, Tergugat mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai

sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun tanpa

jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil; 

8. Bahwa,  pada  tahun  2018,  Penggugat  mendengar  kabar  bahwa

Tergugat telah menikah dengan perempuan lain; 

9. Bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

sedemikian parahnya,  sehingga dengan cara  apapun,  Penggugat  dan

Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi

yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;   

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Bulukumba  Cq. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

    Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai  dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Subsider

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat telah

datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedang  Tergugat tidak  datang

menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk
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menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa : 

a. Surat, Fotokopi BukuKutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/2000tanggal

01 April  2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kajang,  Kabupaten  Bulukumba,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan

bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi-saksi:

Saksi  pertama  bernama  SAKSI  I,  saksi  merupakan  kakak  kandung

penggugat,  telahmemberikan keterangan di  bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  awalnya

rukun, namun sekarang  sudah mulai tidak rukun disebabkan karena

Tergugat  sering  keluar  malam  tanpa  tujuan  yang  jelas,  Tergugat

sering  meminum-minuman keras,  tidak  bisa  menafkahi  Penggugat

secara lahir beserta anaknya; 

- Bahwa  penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinggal  sejak

tahun 2009 sampai sekarang;
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Saksi  kedua  bernama  SAKSI  II,  saksi  merupakan  paman  penggugat,

telahmemberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  awalnya

rukun, namun sekarang  sudah mulai tidak rukun disebabkan karena

Tergugat  sering  keluar  malam  tanpa  tujuan  yang  jelas,  Tergugat

sering  meminum-minuman keras,  tidak  bisa  menafkahi  Penggugat

secara lahir beserta anaknya; 

- Bahwa  penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinggal  sejak

tahun 2009 sampai sekarang;

Bahwa,  terhadap  keterangan  kedua saksi  tersebut,  Penggugat

menyatakan  menerima  dan  membenarkannya.  Sedangkan  Tergugat  tidak

dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya

Penggugat  menyatakan  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya,  dan Penggugat

tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  ditunjuk

segala  hal-ihwal  yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatanPenggugat adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  substansi  pokok

perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini

merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di

ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk
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dalam  bidang  perkawinan  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  40  dan

Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk

dalam  kompetensi  absolut  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama

Bulukumba  berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  bertempat  kediaman  di

wilayah  Kabupaten  Bulukumba,  yang  termasuk  dalam  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan  Agama Bulukumba,  untuk  itu  berdasarkan  Pasal  73  Ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan Legal Standing pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa

ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat,  sehingga

legal  standingPenggugat  mengajukan gugatan ini  terhadap Tergugat  lebih

jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait

erat  dengan  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  pernikahan  yang  sah,

pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  berdasarkan

ketentuan  hukum  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing,  dan

perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat ( 1

dan  2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang

berbunyi  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-

undangan  yang  berlaku  jo.  Pasal  7  Ayat  (1)  Instruksi  Presiden  Nomor  1

Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia  yang  berbunyi

perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh

Pegawai Pencatat Nikah;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan

bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat

secara  agama  Islam,  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor18/18/IV/2000,

tertanggal 01 April 2000, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki

legal standing dalam perkara  a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat

(1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Legal standing pihak Kuasa Penggugat

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  perlu  mempertimbangkan

terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh

pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa

yang  dalam  surat  kuasa  tersebut  berprofesi  sebagai  Advokat,  ini

dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum penggugat mempunyai

hak untuk mewakili kepentingan hukum  penggugat berperkara;

Menimbang,  bahwa  penggugat   dalam  persidangan  mengajukan

surat kuasa yang didalamnya penggugat memberi  kuasa kepada Advokat,

dan kuasa hukum penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat

yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara

sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang,  bahwa  untuk  menilai  keabsahan  surat  kuasa  dan

keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan

terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum

dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan

sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147

R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata  dalam tingkat  pertama yang

menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang

kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal

147 R.Bg.;
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Menimbang,  bahwa  tentang  keabsahan  surat  kuasa  maka  yang

dijadikan  landasan  dalam  menilai  keabsahannya  adalah  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang

harus  ada  dalam  surat  kuasa  khusus  yaitu  menyebut  secara  jelas  dan

spesifik  surat  kuasa untuk  berperan di  pengadilan,  menyebut  kompetensi

relatif, menyebut identitas dan kedudukan penggugat, dan menyebut secara

ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua

unsur ini  bersifat  kumulatif.  Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan

mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  surat  kuasa  harus  memenuhi

ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai.  Halmana  dalam  ketentuan

tersebut  ditegaskan  bahwa  pembubuhan  tanda  tangan  disertai  dengan

pencantuman tanggal,  bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang

sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan

sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam

surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

landasan dalam menilai  keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk

bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

bersumpah menurut  agamanya atau berjanji  dengan sungguh-sungguh di

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan

mempelajari  syarat  dan  ketentuan  hukum  yang  harus  dipenuhi  dalam

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa
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dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus

yang  diberikan  oleh  penggugat  maka  Majelis  Hakim  dapat  memberikan

penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus  penggugat  telah memenuhi syarat

dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat

Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5)

dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985

tentang Bea Meterai;

2. Penerima  kuasa  yang  dalam  surat  kuasa  tersebut

berprofesi  sebagai  Advokat  telah  memenuhi  syarat  untuk  bertindak

sebagai  Advokat  karena  sudah  disumpah  oleh  Pengadilan  Tinggi

sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari  penggugat  tersebut

telah  memenuhi  persyaratan  surat  kuasa  khusus  serta  kuasa  hukum

penggugat  telah  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai  advokat,

karenanya  kuasa  hukum  penggugat  berhak  mewakili  penggugat  untuk

beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tertanggal  01

Februari  2019  merupakan  rangkaian  dalil  yang  berisi  tentang  uraian  dan

penegasan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis karena sering berselisih dan bertengkar pada intinya disebabkan

karena  Tergugat  sering  keluar  malam  tanpa  tujuan  yang  jelas,  Tergugat

sering meminum-minuman keras,  tidak  bisa  menafkahi  Penggugat  secara

lahir beserta anaknya;

Menimbang,  bahwa  terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, Tergugat

tidak dapat didengar keterangannya meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk  menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa

tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah  maka  gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu,  maka putusan atas perkara ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua  orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermaterai  cukup  dan  cocok  dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  terjadinya  peristiwa

perkawinan  Penggugat   dengan  Tergugat,  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah

disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana   diatur  dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa dari  saksi-saksi  yang diajukan oleh  Penggugat

ternyata  memberi  keterangan  yang  mendukung  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg,  sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,alat bukti surat dan

saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
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- Bahwa benar Penggugat  dengan  Tergugat pernah rukun  dan telah

dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  awalnya rukun,

namun sekarang  sudah mulai  tidak rukun lagi karena  Tergugat  sering

keluar  malam  tanpa  tujuan  yang  jelas,  Tergugat  sering  meminum-

minuman  keras,  tidak  bisa  menafkahi  Penggugat  secara  lahir  beserta

anaknya;

- Bahwa  penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinggal  sejak  tahun

2009 sampai sekarang;

- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berupaya

merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  atas  kondisi  rumah  tangga  yang  dialami  oleh

Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah  pecah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari

perpisahan sejak tahun   2009sampai sekarang serta selama itu pula antara

keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi,  sehingga

majelis  berkesimpulan  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang

demikian  ini,  Majelis  berpendapat  bahwa  tujuan  yang  didambakan  dari

adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga

yang  bahagia,  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  tidak  akan

tercapai dan sangat sulit  untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat

atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

isteri  tidak  mungkin  dipertahankan  lagi  keutuhannya,  oleh  sebab  itu

perceraian  adalah  jalan  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  agar  keduanya

terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut,

Majelis  berpendapat  bahwa  ketentuan  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum

Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai

dengan Tergugat beralasan menurut hukum; 

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan

talak  satu  bain  shughra  dari  Tergugat  kepada  penggugat,  sebagaimana

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo masuk  bidang

perkawinan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama  maka  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugatdengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap

penggugat,(PENGGUGAT);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sebesar  Rp

476.000,00- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan   dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  pada  hari  Kamis  tanggal

11April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal  05 Syakban 1440 H, oleh

kami  AchmadUbaidillah,  S.H.I  sebagai  Ketua  Majelis  serta  Muh.  Amin  T,

S.Ag., S.H. dan Muhammad Natsir, S.HI.sebagai Hakim Anggota, dan pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut,  dengan  dihadiri  oleh  hakim  Anggota  tersebut  dan  Nurwahidah,
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S.Ag,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim anggota, Ketua majelis,

ttd ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH. AchmadUbaidillah, S.H.I

ttd

Muhammad Natsir, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag, 

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp       30.000,00

- Proses Rp

50.000,00

- Panggilan Rp     380.000,00

- Redaksi Rp

10.000,00

- Materai                                                             Rp       6.000,00  

Jumlah Rp     476.000,00 

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
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